
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGTRI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAII PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbarlg : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat terutama dalam fungsi kesehatan dan
untuk lebih akuntabel pelaksaan pembayaran
tambahan penghasilan pegawai di lingkungan
Pemedntah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur
Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan peitimbangan sebagalmana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor i9 Tahun
1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, TaEbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negala
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemednta Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telal
diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemer intall
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahal Lembaran Negara Republik
lndonesia 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintai Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahar
Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturar Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenta-ng
Disiplin Pegawai (Lembaran Nega.a Repubiik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahar l,€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tairun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratura.r
Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keualgan Daeratr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036):

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2OO8
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

etapkan

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (3i dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% dari total
Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN
2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA]
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
RIAU.



\21 PNS daerah yang bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang
menerima insentif pemungutan pajak daerah diberikar Tambahan
Penghasilan sebagai berikut:

a, Yang bertugas pada Kaltor Pusat sebesar 50% dari Total Tambahan
Penghasilan Pegawai menurut golongan;

b. Yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan /atau Unit
Pelayanan (UP) sebesar 75yo dari total Tambahan Penghasilal Pegawai
mFnrrnrf o^l^ndan

Dihapus

Dalam hal insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
diberikan karena sesuatu hal dar/atau tidak tercapainya target penerimaan
sesuai Keputusan Gubernur Riau, maka Tarnbahan Penghasilal Pegawai
diberikan sebesar 1O0%o dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut
golongan.

Terhadap PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dengan memperoleh
beasiswa dan/atau PNS dalam kondisi sakit tidak masuk kerja lebih dari 1

(satu) bulan, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar nilai alokasi
dasar menuiut golongan.

Pasal II

Peraturan Gubeffrur ini mulai berlaku pada tanggal diundargkai.

Agar setiap orang mengetal-ruinya, memerintahkan pengundalgan Peraturan
Gubernur ini d

(3)

{4)

(s)

rempatannva dalam Berita Daerah Piovinsi Riau-

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

Diundangkan
pada tanggal

SEKRTTARTS

di Pekanbaru

RrA

AHMAD

BERITA DAERAH PRO!'INSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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